
Menimbang

GUBERNUR ITTUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR IVUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 26 |If'E,P|Ig;K.1aOaO

TENTANG

KEPENGURUSAN PUSAT PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR PERIODE 2O2O-2O24

Mengingat : 1.

GUBERNUR ITUSA TENGGARA TIMUR,

! a. bahwa untuk mengoptimalkan pengembangan dan
pelaksanaaan nilai*nilai kebangsaan guna pemberdayaan
dan penguatan kesadaran berbangsu. da.t bernegara y"rg
berlandaskan pada nilai pancasila, undang-undang olsar
Negara Republik Indonesia Tahun lg4s, Bhineka Tunggal
Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerin?"a.h
Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu menyelenggarakan
Pendidikan Wawasan Kebangsaan;

b. bahwa sesuai dengan pasal rr ayat (1) dan ayat (21
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012
tentang Pedoman pendidikan wawasan Kebangsaan,
Kepala Daerah membentuk pusat pendidikan wairyasan
Kebangsaan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menelapkan keputusan
Gubernur tentang Kepengurusan pusat pendidikan
wawasan Kebangsaan provinsi Nusa Tenggara Timur
Periode 2O2O-202a;

Undang-Undang Nomor 64 Tahun 19SS tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa
Tenggara Barat danNusa Tenggara Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 115,
Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor
r6a9l;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua
Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 56T9l;

c.

2.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun ZOl2
tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Keban gsaan; !



. Memperhatlhan : 1. Nota Kesepakatan antara Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia dengan Kementerian Pendidikan
Republik Indonesia Nomor : 42o-16l dan Nomor :

2/III/I<B/2O11 Tanggal 7 Maret 2Ol1 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Kebangsaan;

2. Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor : 429 /2895.DIV, Tanegal I Desember
20ll Tentang Penguatan dan Pembentukan Pusat
Pendidikan Wawasan Kebangsaan di Daerah;

TTTUTUSKAIT:

Menetapkan :

KESATU : Kepengurusan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Provinsi
Nusa Tenggara Tirnur Periode 2O2O-2O24.

KEDUA : Kepengurusan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
mempunyai tugas :

a. menyelenggarakan Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PWK)
lingkup provinsi;

b. menyusun uraian tugas kepengurusan;
c. melaksanakan pertemuan secara rutin antara lain berkaitan

dengan penyusunan program ke{a yang meliputi

.l"J,?"#ffiff lsn"**;xulH$T-1si""
e. melakukan kerjasama dengan PPWK provinsi dan

r ffH;tg i'.frH*Ttugas kepada Gubernur.

XETIGA : Susunan Kepengurusan sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I
Keoutusan ini.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Kepengurusan sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU dibantu oleh Tim Sekretariat
dengan susunan sebagaimana terc€rntum dalam Lampiran II
Keputusan ini.

KtLIItrA : Dalam melaksanakan tugasnya, Kepengurusan sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungiawab kepada
Qubernur. /,



KEENAM

KETUJUH

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya
keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan
Rnggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan
KeJtuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur'

Keputusan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di KuPang
pada tanggal 21 lANuq&l 2020

4/tosw N)REANUS ilAE sol

Tembusan :

1. Menteri Datam Negeri Republik Indonesia di Ja]<arta;
2.Di{enKesbangpolKemente.ianoalamNegeriRepubliklndonesiadiJakarta;
3. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tengga-ra Timur di Kupang;
5. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tengga-ra Timur di Kupang;
O. xepala Bappeiitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;

S. xepala Biro Pengadlan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Nusa

di Kupallg;
9. Anggota Kepe.tgurusan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan {PPWK)

di Tempat.

Tenggara Timur

masing-masing

WAKIL GUBERNUR NUSA TENCGARA TIMUR'/,



LAMPIRAN I KIPUTUSAN
NOMOR
TANGGAL

GUBTRNUR NUSA TENGGARA TIMUR
2 LG /KEP/HK/2A2}
3 21 o}iluDR-l 2A2O

KEPENGURUSAN PUSAT PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERODE 2020 - 2024

KEDUDUI(AN
DALAIYI

KEPElTGURUSAN

Gubernur Nusa Tenggara
Timur

Memberikan pembinaan secara umum terkait pelaksanaan tugas
Kepengurusa:f, Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Provinsi Nusa
Tenggara Timur Periode 2O2O-2O24.Wakil Gubernur Nusa Tenggara

Timur
Sekretaris Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Timur

a. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja pelaksanaan dan
pengembangan Pusat Pendidikan wawasan Kebangsaan (ppwK); dan

b. mengoordinasikan penyusunan anggaran pendanaan pusat
Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK).

Kepala Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Provinsi
Nusa Tenggara Timur

Wakil Ketua membantu koordinasi penyusunan rencana kerja pelaksanaan dan
pengembangan Pusat Pendidikan wawasan Kebangsaan (ppwK); dan
membantu penyusunan anggaran pendanaan pusat pendidikan
Wawasan Kebangsaan (PPW

Kepala Bidang Idelogi dan
Wawasan Kebangsaan pada
Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Provinsi Nusa Tenggara
Timur

a. menyusun rencana kerja pelaksanaan dan pengembangan pusat
Pendidikan Wawasan kebangsaan (PPWK); dan

b. menyusun anggaran pendanaan Pusat pendidikan wawasan
kebangsaan (PPWK).



7 2 3 4
6. Kepala Kepolisian Daerah Nusa

Tenggara Timur
Anggota Membantu pelaksanaan penguatan Pusat Pendidikan Kebangsaan (PPK).

7. Komandan Resort Militer 161
Wirasakti Kupang

Anggota Sda

8. Komandan Pangkalan Utama
Angkatan Laut VII Kupang

Anggota Sda

9. Komandan Landasan Udara El
Tari Kupang

Anggota Sda

10. Uskup Agung Kupang
Anggota

Membantu pelaksanaan Pusat Pendidikan Wawasan kebangsaan (PPWK)
melalui organisasi kemas}zarakatan.

11. Ketua Sinode GMIT Anggota Sda
L2. Ketua MUI NTT Anggota Sda
13. Ketua Parisada Hindu Dharma

Kupang
Anggota Sda

74. Rektor Universitas Nusa
Cendana Kupang

Anggota Membantu pelaksanaan Rrsat Pendidikan Wawasan kebangsaan (PPWK).

15. Rektor Universitas Kristen
Artha Wacana Kupang

Anggota Sda

16. Rektor Universitas Katolik
Widya Mandira Kupang

Anggota Sda

17. Rektor Universitas
Muhammadiyah Kupang Anggota Sda

18. Kepala Bappelitbangda Provinsi
Nusa Tenggara Timur Anggota Sda

19. Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Nusa Tenggara Timur Anggota Sda

20. Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Prov. NTT Anggota Sda

t,



I 2 3 4
'l\ /I2t. Ketua Forum Pembauran

Kebangsaan (FPK) Provinsi
Nusa Tenggara Timur

Anggota rvrc'ru? rrlu perar<sanaan vusat pendidikan wawasan kebangsaan (ppwK)
rnelalui organisasi kemasrrarakatan.

Sda
22. Ketua Laskar Merah Putih

Provinsi Nusa Tenggara Timur
Anggota

23. Pimpinan Lembaga Penyiaran
TV-RI Kupang

Anggota ryrsr'ui1.rrLu pera.Ksanaan Fusat yendrdikan wawasan kebangsaan (ppwK)
rnelalui publikasi media elektronik.

Sda
24. Pimpinan Lembaga Penyiaran

RRI Kupang Anggota

25. Pimpinan Radio Trilolok
Kupang

Anggota

4I' toser ADREANUs NAE sor



: 'LAMPIRAI{ il : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TEITGGARA TIMUR
NOMoR z Lb /KEP/HK/2O2A
TANGGAL z tj .14rruqp1 2O2O

tzt (-J,

SUSUNAN TIM SEKRETARIAT KEPENGURUSAN PUSAT PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR PERODE 2O2O - 2024

NO. NAMA/JABATAN KEDUDUKAN RINCIAN TUGAS

1 2 3 4

1. Kepala Bidang Bina ldeologi dan
Wawasan Kebangsaan pada Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi
Nusa Tenggara Timur

Ketua Mengoordinir persiapan dan pelaksanaan teknis kesekretariatan
Pusat Pendidikan Wawasan Kabangsaan (PPWK).

2. Kepala Sub Bidang Bina Idiologi pada
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Sekretaris Membantu mengadministrasikan seluruh kegiatan teknis
kesekretariatan Pusat Pendidikan Wawasan Kabangsaan
(PPWK).

3. Kepala Sub Bidang Wawasan
Kebangsaan pada Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Provinsi Nusa
Tenggara Timur

Anggota Bertanggungjawab atas keseluruhan naskah surat menyurat dan
naskah keputusan yang berhubungan dengan Pusat Pendidikan
Wawasan Kabangsaan (PPWK).

4. Antonio Wollo, S.Sos/Staf pada Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi
Nusa Tenggara Timur

Anggota Sda

5. Camilo Caeiro, S.Sos/Staf pada Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi
Nusa Tenggara Timur

Anggota Sda



1 2 3 +

naskah keputusan yang berhubungan dengan pusat pendidikan
Wawasan Kabangsaan (ppWK).

6. Melkianus Beama, S.Sos/Staf pada
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Anggota

7. Drs. Kamang Kopong/Staf pada Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi
Nusa Tenggara Timur

Anggota

B. Krisantus G. F. Monekaka, S.STP/Staf
pada Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur

Anggota

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,b

Oy'rcser ADRTANus NAr sor


